Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.106/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi ya
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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kep
Perencanaan  Pembangunan  Nasional Nomor

M.PPN/SES/HK/05/2019 tentang Penetapan Unit }

Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi da
Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian P
Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan
Nasional;

bahwa pejabat dan pegawal yang namanya tercan
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebaj
Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menu
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan |
Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana K
Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan
Pembangunan Nasional;
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dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di K
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1. bahwa ...




Mengingat

bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utan
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka anggota Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas da

a Badan
Pelaksana
1 Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pusat Fembinaan
Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian Pepencanaan

Pembangunan  Nasional/Badan

Perencanaan  Pempangunan

Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menter: Pepencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pen
Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kementerian Negara,

1pangunan

Anggaran
(Lembaran
Tambahan

Tata Cara

Prganisasi

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiofal/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tghun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang
dan Tata Kerja Kementerian
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan ~ Menteri  Negara
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Menteri  Perencanaan

Organisasi

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan  Penjbangunan

Nasional

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Angggran;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birkorasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dqn Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pe

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasio
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
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Nasional;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI PUSAT PEMBINAAN PENDIDI DAN
PELATIHAN PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritag Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan| Melayani
di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pempangunan
Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana ZI-WBK/WBBM,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam|Lampiran
Keputusan ini.

Tim Pelaksana ZI-WBK/WBBM terdiri atas Pengarah, Pegnanggung
Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, njengawasi,
membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran gemecahan
atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan
melaporkan hasil kegiatan kepada Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pelgksana ZI-
WBK/WBBM;

b. melaksanakan kegiatan Pelaksanaan ZI-WBK/WBBM pada Pusat
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada| Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pdrencanaan
Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatﬂan.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan [tugas Tim
Pelaksana ZI-WBK/WBBM dibebankan pada Anggaran Pendgpatan dan
Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETUJUH ...
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KETUJUH . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

—

P =

RR. Rita Erawati




SUSUNAN KEANGGOTAAN

SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.106/M.PPN/SES/HK/05/2019

TANGGAL 31 MEI 2019

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WLAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGARAH

PENANGGUNG JAWAB

TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

Sekretaris Kementerian

Bappenas.

PFN/Sekretar]s

Utama

Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dar] Pelatihan

Perencana.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendifikan dan

Pelatihan Perencanaan Gelar.

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan
dan Pelatihan Non Gelar;

Pendidikan

2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Jabatan Fungsional Perencana;

3. Kepala Sub Bidang FPerencanaar]
Pendidikan dan Pelatihan;

4. Kepala Sub Bidang Pengembangan
Prasarana, Informasi, dan Layanan
dan Pelatihan;

5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pef
Pelatihan Gelar;

Program

Barana dan
Pendidikan

ndikan dan

6. Kepala Sub Bidang Pemantauan dJm Evaluasi

Pendidikan dan Pelatihan Gelar;,

7. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Penglidikan dan

Pelatihan Non Gelar;

8. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Pendidikan dan Pelatihan Non Gelat;

9. Kepala

2

Sub Bidang Pengembahgan, dan

Akreditasi Jabatan Fungsional Perengana;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusbindiklatren;

11. Dra. Teresna Murti, SH, MPM.

DJTENAGA ...




D. TENAGA PENDUKUNG Niken Wardhani, SE;
Yuliarni,

Nunik Ispriyanti;
Mulyani,

Suroyo.
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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

——
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RR. Rita Erawati




